
 

 

 

BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  9  TAHUN   2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 

TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  

KABUPATEN BLORA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pencapaian 

target pada indikator  kinerja yang dicanangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2021-2026, perlu dilakukan 

optimalisasi terhadap kegiatan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan program dimaksud; 

b. bahwa sebagai upaya percepatan pencapaian target 

pada indikator  kinerja tersebut melalui kegiatan 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program 

pembangunan di Kabupaten Blora, maka peran dan 

keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan perlu 

dioptimalkan; 

c. bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2021 

tentang Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten 

Blora, belum mengakomodir jumlah keanggotaan tim 

berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keadaan, 

sehingga perlu disesuaikan dan diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tim 

Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 8); 

10. Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2021 tentang 

Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 

Nomor 34); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG 

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN 

BLORA. 

  Pasal I 

  Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 dalam 

Peraturan Bupati Blora Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tim 

Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Berita 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 34) diubah, 

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

  
Pasal 7 

(1) Susunan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 terdiri dari: 

a. ketua merangkap anggota; 

b. sekretaris merangkap anggota; dan 

c. anggota. 

(2) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berjumlah paling banyak 14 (empat belas) orang.  

(3) Untuk dapat ditetapkan dalam keanggotaan TP2D 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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a. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

d. tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 

e. berumur paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.  

(4) Penetapan keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan pengalaman pada bidang tertentu 

yang mendukung penyelenggaraan tugas TP2D. 

(5) Keanggotaan TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

  
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 

2022. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 28 April 2022 

BUPATI BLORA, 

      Cap Ttd. 

ARIEF ROHMAN 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 28 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

             Cap Ttd.  

KOMANG GEDE IRAWADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 9 

 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, 
 
 

SLAMET SETIONO, SH, MM 
NIP. 19770111 200501 1 006 

 


